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DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
KABUPATEN KARANGANYAR
BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA TAHUN 2022

A. DASAR
1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor  96 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tanggal 27 Desember 2021
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor  96 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tanggal 23 Mei 2022
3. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 412.1/130 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2022 Tahap I 
Tanggal 13 Januari 2022
4. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 142/64 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
Tanggal 10 Januari 2022

B. GAMBARAN UMUM
1. Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa sesuai kemampuan keuangan Daerah.
2. Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana adalah  bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa
3. Sarana dan prasarana adalah sarana prasarana Desa yang terdiri atas sarana prasarana yang digunakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat Desa yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
4. Tujuan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa :
a. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Desa
c. meningkatkan partisispasi dan pemberdayaan masyarakat
5. Prinsip pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa : transaparan, akuntabel, partisipatif, efektif efisien.
6. Pada Tahun Anggaran 2022 belanja bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa di DPA sebanyak 982 titik kegiatan pada 157 desa dengan jumlah anggaran Rp53.086.845.000,-
7. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 412.1/130 Tahun 2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2002 Tahap I sebanyak 942 titik kegiatan pada 157 desa dengan jumlah anggaran Rp50.916.845.000,-. Untuk titik kegiatan yang belum masuk dalam pencairan Tahap I akan di ajukan setelah perubahan APBD Tahun 2022.
8. Hal-hal yang menjadi alasan titik kegiatan yang tidak masuk pada pencairan tahap I adalah sebagai berikut :
a. Di drop/dipending oleh aspirator;
b. Kegiatan tidak sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Bupati 
c. Kesalahan lokasi desa;
d. Perubahan kegiatan dan lokasi usulan dari desa. 
9. Jumlah titik per kecamatan :
a. Kecamatan Jatipuro 	= 	52 titik kegiatan
b. Kecamatan Jatiyoso 	= 	44 titik kegiatan
c. Kecamatan Jumapolo 	= 	40 titik kegiatan
d. Kecamatan Jumantono 	= 	103 titik kegiatan 
e. Kecamatan Matesih 	= 	66 titik kegiatan
f. Kecamatan Tawangmangu 	= 	45 titik kegiatan
g. Kecamatan Ngargoyoso 	= 	39 titik kegiatan
h. Kecamatan Karangpandan 	= 	44 titik kegiatan
i. Kecamatan Tasikmadu 	= 	58 titik kegiatan
j. Kecamatan Jaten 	= 	60 titik kegiatan
k. Kecamatan Colomadu 	= 	34 titik kegiatam
l. Kecamatan Gondangrejo 	= 	114 titik kegiatan
m. Kecamatan Kebakkramat 	= 	56 titik kegiatan
n. Kecamatan Mojogedang 	= 	111 titik kegiatan
o. Kecamatan Kerjo 	= 	52 titik kegiatan
p. Kecamatan Jenawi 	= 	24 titik kegiatan
Jumlah	= 	942  titik kegiatan
10. Desa-desa yang tidak mendapat alokasi belanja bantuan keuangan sarana dan prasarana desa Tahun 2022 :
a. Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso
b. Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu
c. Desa Salam Kecamatan Karangpandan
d. Desa Ganten Kecamatan Kerjo
e. Desa Jenawi Kecamatan Jenawi

C. PENYALURAN 
1. [bookmark: _3znysh7][bookmark: _2et92p0]Dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
2. Harus sudah dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, apabila belum maka Pemerintah Desa wajib mencantumkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa:
a. selanjutnya disesuaikan dalam perubahan APBDes Tahun Anggaran Berkenaan;
b. Apabila alokasi dana diketahui setelah Perubahan APBDes, maka selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada BPD dan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran berkenaan.
3. Dilakukan dalam 1 (satu) tahap penyaluran;
4. Tata cara dan Persyaratan Penyaluran Bantuan Keuangan, sebagai berikut:
a. [bookmark: _tyjcwt]Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat, dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1) Rincian Penggunaan Dana/RPD masing-masing kegiatan;
2) [bookmark: _3dy6vkm]Fotokopi RKD Bank dilegalisir; 
3) Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
4) Kwitansi rangkap 3 (tiga) lembar dengan tanda tangan Kepala
Desa dan Bendahara Desa, berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermaterai dan 2 (dua) kwitansi asli tanpa materai;
5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bermaterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
6) Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai cukup bahwa lokasi bantuan keuangan merupakan adalah aset desa;
7) Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa tahun anggaran sebelumnya.
b. [bookmark: _1t3h5sf]Tim Pendamping Kecamatan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan rekapitulasi usulan kegiatan.
c. Setelah dinyatakan lengkap oleh Tim Pendamping Kecamatan, Camat  membuat berita acara hasil verifikasi dan surat rekomendasi pencairan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
d. Camat mengirim berkas permohonan penyaluran beserta kelengkapannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.
f. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD menyalurkan dana dari RKUD ke RKD sepanjang berkas permohonan telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
g. Penyaluran dana dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Apabila pada satu kegiatan yang berada pada titik lokasi yang sama dengan jumlah bantuan lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka penyaluran dana dilakukan dalam beberapa tahap dengan setiap tahap pencairan paling besar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sebagai berikut:
a. Mekanisme penyaluran Tahap I dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 4. 
b. Mekanisme penyaluran Tahap berikutnya dilaksanakan dengan Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran dana kepada Bupati melalui Camat, dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1) Laporan Realisasi fisik dan keuangan bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa tahap sebelumnya paling sedikit sebesar 75%;
2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) lanjutan; 
3) Kwitansi rangkap 3 (tiga) lembar dengan tanda tangan Kepala
Desa dan Bendahara Desa, berstempel basah, terdiri dari 1(satu) kwitansi asli bermaterai dan 2 (dua) kwitansi asli tanpa materai;
c. Selanjutnya mekanisme penyaluran dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka 4 huruf b sampai dengan huruf g. 
6. Pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan dalam APBDesa dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.
7. Setelah transfer masuk ke rekening kas desa, Bendahara Desa mencatatkan dalam buku kas umum desa dan selanjutnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kegiatan segera dilaksanakan.
8. Apabila bantuan keuangan desa tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, maka bantuan keuangan tersebut menjadi SiLPA dan harus dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang belum selesai tersebut.
9. Apabila karena keterbatasan waktu Dana Bantuan tidak dicairkan dari Kas Desa, maka dana tersebut menjadi SiLPA APBDesa tahun berikutnya dan tidak dilakukan pengalihan jenis dan lokasi kegiatan .
10. Ketentuan lebih lanjut tentang penatausahaan SiLPA disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

11. Kepala Desa membuat laporan kepada Bupati, dengan tembusan Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berkaitan dengan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa yang menjadi SiLPA tersebut. 

D. PENGGUNAAN 
1. Pemberian bantuan ditujukan untuk :
a. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
b. menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat; dan
c. memberikan kontribusi pada peningkatan sektor ekonomi, sosial, dan budaya  Desa.
2. Pemberian bantuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, fasilitas umum, dan identitas wilayah yang bersifat fisik konstruksi;
b. berada pada aset milik Pemerintah Desa;
c. jika terpaksa tidak pada aset milik Pemerintah Desa harus ada surat pernyataan hibah dari pemilik aset kepada pemerintah desa;
d. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; atau
e. tidak wajib dan tidak mengikat, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN SANKSI
1. Umum
a. Standarisasi harga yang digunakan pada pelaksanaan pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang bersumber dari APBD berdasarkan pada standar harga yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Apabila Pemerintah Desa belum menetapkan standar harga satuan di Desa, maka menggunakan standar harga satuan Kabupaten.
b. Pembelanjaan barang/jasa pada kegiatan bidang Pembangunan Desa, dikenakan pajak (PPn dan PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kegiatan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam APBDesa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan (untuk bidang Pembangunan sarana dan prasarana), kecuali apabila terjadi bencana atau perubahan jenis kegiatan atau pengalihan lokasi kegiatan dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Musyawarah Desa.
d. Perubahan jenis kegiatan atau pengalihan lokasi kegiatan dilakukan melalui mekanisme penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. Apabila kegiatan bersifat mendesak/penanggulangan bencana, maka dapat dilakukan dengan penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa. Selanjutnya pada penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan, perubahan tersebut dimasukkan. Perubahan kegiatan yang bersifat mendesak sebagaimana diatas, harus dilakukan dengan Musyawarah Desa.
e. Sebagai bentuk transparansi kegiatan pengelolaan dana sebelum kegiatan dipasang papan proyek di lokasi Pembangunan.
f. Sebagai identitas hasil Pembangunan, setelah kegiatan Pembangunan selesai, dilakukan pemasangan prasasti di lokasi Pembangunan.

2. Pelaporan Penggunaan Dana 
a. [bookmark: 4d34og8]Penggunaan dana wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
b. Laporan paling sedikit memuat:
1) laporan  realisasi  penyerapan  penggunaan  dana  
2) laporan perkembangan fisik/kinerja pengelolaan dana

3. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
a. Kepala Desa wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan dana.
b. Pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan dana meliputi :
1) Laporan Realisasi Penyerapan dan Laporan perkembangan fisik/kinerja Penggunaan pengelolaan dana sesuai yang direncanakan;
2) Surat pertanggungjawaban berupa bukti-bukti asli pengeluaran yang lengkap dan sah dan dokumen pendukungnya, beserta dokumentasi kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan oleh Pemerintah Desa, kemudian salinan pertanggungjawaban dimaksud dikirimkan  kepada Camat dan Inspektorat masing-masing 1 (satu) bendel; dan
3) Untuk pertanggungjawaban salinan juga dikirim kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
c. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
d. Bukti pengeluaran belanja harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari  penggunaan bukti dimaksud.
e. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa.
f. Bendahara Desa wajib menatausahakan dan melaporkan dana yang diterimanya kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
g. Bendahara  Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
h. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan pengelolaan dana dan wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan dana. 
i. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Transfer merupakan satu kesatuan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

4. Sanksi  
Pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, maka Kepala Desa wajib mengembalikan dana sebesar kegiatan yang tidak sesuai peruntukan ke RKD.

F. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
1. Pembinaan
a. Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dan fasilitasi pengelolaan dana melalui Tim Koordinasi dan Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
b. Tugas dan fungsi Tim Fasilitasi pengelolaan Dana Transfer kepada Desa, yang bersumber dari APBD antara lain menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Transfer yang bersumber dari APBD, melakukan sosialisasi kebijakan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan Dana Transfer kepada Desa, pembinaan, serta pengendalian terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Transfer yang bersumber dari APBD, melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana Transfer yang bersumber dari APBD, memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana transfer yang bersumber dari APBD, serta penanganan pengaduan dan permasalahan.
c. Pembinaan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dilakukan oleh Camat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan Umum setempat.
d. Camat membentuk Tim Pendamping Kecamatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Transfer kepada Desa  yang bersumber dari APBD, meliputi antara lain :
1) Memverifikasi dokumen permohonan penyaluran Dana transfer yang bersumber dari APBD dari Kepala Desa;
2) memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana transfer yang bersumber dari APBD;
3) memberikan bimbingan dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Transfer yang bersumber dari APBD;
4) melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana transfer yang bersumber dari APBD.
2. Pengendalian
a. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, Camat wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan tingkat Kecamatan setiap akhir triwulan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati secara tertulis.
b. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tingkat Daerah diselenggarakan rapat koordinasi Dana Transfer yang bersumber dari APBD tingkat Daerah.
3. Pengawasan
a. Pengawasan Kegiatan Dana Transfer kepada Desa yang bersumber dari APBD dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan seluruh masyarakat.
b. Pengawasan oleh Pemerintah Desa dilakukan bersama-sama dengan BPD.
c. Untuk pengawasan penggunaan dana, Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan  dana yang dibahas dalam Musyawarah Desa, dan selanjutnya dilaporkan disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
d. Hasil pemantauan dan evaluasi penggunaan dana oleh Pemerintah Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
e. Pengawasan penggunaan dana oleh Bupati dapat dilimpahkan kepada Tim Fasilitasi dan Inspektorat Daerah.
f. Pengawasan penggunaan dana dilakukan terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
g. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap penggunaan dana terbatas pada pengawasan kebijakan anggaran dan tidak menyangkut pada teknis pengelolaan keuangan. 






































PENJELASAN TEKNIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PENGGUNAA DANA (RPD)
1. RPD mencantumkan rincian jenis kegiatan, ukuran lengkap dan spesifikasi teknis, contoh betonisasi : 500 x 3 x 0,15 m = 225 m3 (bukan kubikasi, contoh salah betonisasi : 225 m3). Apabila di lokasi kegiatan terdiri dari beberapa ukuran, dapat dibuat ukuran rata rata. Apabila kegiatan lebih dari 1(satu) jenis dan lebih dari 1 (satu) lokasi sebaiknya semua ditulis. Hal ini untuk memudahkan pemeriksa melakukan analisa kewajaran penggunaan dana dan memudahkan pengecekan di lokasi.
2. Bantuan keuangan untuk pembangunan sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk pembelian material termasuk pajaknya, upah pekerja, sewa peralatan kerja yang diperlukan, dan biaya operasional kegiatan (BOP) untuk mendukung kelancaran kegiatan.
3. Upah pekerja  diperbolehkan untuk membayar tukang dan pekerja (untuk pekerja padat karya berasal dari  RTM/KK Miskin, Penganggur, Setengah Penganggur, Terdampak Covid-19 dan Keluarga yang memiliki anggota stunting/Gizi buruk dan merupakan warga desa tersebut. 
4. BOP dapat digunakan maksimal 5% dari jumlah bantuan apabila dalam 1 (satu) Desa memperoleh total bantuan s.d Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Apabila dalam 1 (satu) Desa memperoleh total bantuan lebih dari Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) maka maksimal BOP yang dapat digunakan adalah maksimal 3% dari jumlah bantuan.
5. BOP  dapat digunakan untuk :  
· Pembelian ATK, foto copy, materai, biaya pengiriman surat/paket, makan dan minum rapat, perjalanan dinas, pembuatan prasasti, biaya perencanaan (pembuatan Gambar Teknis dan RPD) dan peralatan pengaman saat pandemi (masker, sabun dan hand sanitizer).  
· Biaya perencanaan jumlahnya wajar mulai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kecuali untuk konstruksi yang tidak sederhana, maka harus dapat menunjukkan peraturan bupati yang mengatur hal tersebut 
· BOP  boleh untuk  honor PK/TPK diatur dengan Peraturan Desa.
6. RPD ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan dan disetujui Kepala Desa.
7. Bantuan Keuangan harus dicatat dan masuk dalam APBDes, jika belum maka harus dicatat di APBDes Perubahan Rincian RPD dimasukan dalam SISKEUDES.
8. Jika RPD per titik kegiatan yang bernilai sama dengan atau lebih besar dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) harus mendapatkan pengesahan/diketahui dari pejabat yang berwenang (organisasi perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum).

URUTAN PENANGGALAN BERKAS :
1. Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes) pembahasan rencana kegiatan Bankeukab 2022 setelah tanggal 13 Januari 2022 (setelah tanggal SK Bupati penetapan lokasi dan alokasi bankeu);
2. Pembuatan SK Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan/TPK PBJ
3. Pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bankeu setelah tanggal 23 Mei 2022 (setelah tanggal penetapan Perbup Perubahan Dana Transfer):
a. RPD, gambar teknis jadi satu tanggal
b. Surat – surat pernyataan
c. Surat pengantar RPD
4. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa kepada Camat
5. Lembar Verifikasi dari Tim Pendamping Kecamatan
6. Surat Rekomendasi pencairan dari Camat
7. Surat Permohonan pencairan dari Camat kepada Bupati cq. Kepala Dispermades
    
BATAS WAKTU PENGUMPULAN BERKAS :
1. Dari desa ke kecamatan maksimal tanggal 15 Juli 2022
2. Dari kecamatan ke Dispermades maksimal tanggal 22 Juli 2022

JUMLAH BERKAS DAN WARNA COVER :
1. Berkas RPD di buat rangkap 5 dengan rincian 3 untuk kabupaten, 1 untuk kecamatan, 1 untuk arsip desa
2. Tanda tangan asli 2, 1 bermeterai dan cap basah semua (untuk yang ke Kabupaten)
3. Warna cover RPD :  Kuning muda 
4. Warna cover SPJ : orange 


















PETUGAS PENGAMPU UNTUK PENERIMAAN BERKAS DARI KECAMATAN
 
	NO.
	KECAMATAN
	JUMLAH TITIK
	PETUGAS
	Nomor HP

	1.
	Jatipuro
	52
	Willyanto Wardhana, S.Sos.
	081393136660

	2.
	Jatiyoso
	44
	Suroto
	081329848614

	3.
	Jumapolo
	40
	Agus Setiawan, S.Sos.
	085326440644

	4.
	Jumantono
	103
	Wahono Guntur Prakoso, SE. dan Bintar Bani Riyadi
	085727116560
081392206008

	5.
	Matesih
	66
	Dewan Sidiq Atmaja Putra, A.Md. 
	085229914997

	6.
	Tawangmangu
	45
	Ratih Dwi Untari, SE.
	083865364506

	7.
	Ngargoyoso
	39
	Sudinar, S.Pd., MM.
	081802558718

	8.
	Karangpandan
	44
	Asih Dwi Mawartini, SE., MM.
	082134977157

	9.
	Tasikmadu
	58
	Hariyanti, S.Sos.
	08975011219

	10.
	Jaten
	60
	Muhammad Safi’i, S.Mn.
	08122675090

	11.
	Colomadu
	34
	Zaldiyah, S.Sos.
	082199294993

	12.
	Gondangrejo
	114
	Dwi Prihanto, S.IP., M.Si. dan 
Rengga Allan Diatmaja, SE.
	081393317297
082137705067

	13.
	Kebakkramat
	56
	Nita Ariyani W., S.TP.
	085647207771

	14.
	Mojogedang
	111
	Sri Purwati, S.Sos. dan 
Elya Pangastusti, SP.
	081328770226
081249114642

	15.
	Kerjo
	52
	Danu Sigit Asmoro, S.Sos.
	081225126939

	16.
	Jenawi
	24
	Rahayu Nurrohmani, SH. 
	08112633551

	
	Jumlah
	942
	
	




















RENCANA PELAKSANAAN SOSIALISASI/BIMTEK

	NO.
	KECAMATAN
	JML DESA
	PELAKSANAAN
SOSIALISASI / BIMTEK
	TEMPAT
	TIM
	KET.

	1.
	Jatipuro
	10
	20 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	I
	

	2.
	Jatiyoso
	8
	20 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	III
	

	3.
	Jumapolo
	12
	22 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	III
	

	4.
	Jumantono
	11
	22 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	I
	

	5.
	Matesih
	9
	23 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	I
	

	6.
	Tawangmangu
	6
	23 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	III
	

	7.
	Ngargoyoso
	9
	24 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	I
	

	8.
	Karangpandan
	10
	24 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	III
	

	9.
	Tasikmadu
	10
	27 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	I
	

	10.
	Jaten
	8
	20 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	IV
	

	11.
	Colomadu
	11
	20 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	II
	

	12.
	Gondangrejo
	13
	22 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	IV
	

	13.
	Kebakkramat
	10
	22 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	II
	

	14.
	Mojogedang
	13
	23 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	IV
	

	15.
	Kerjo
	9
	23 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	II
	

	16.
	Jenawi
	8
	24 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. selesai
	Aula Kec.
	IV
	

	
	Jumlah
	157
	
	
	
	




ANGGOTA TIM :
	No.
	TIM I
	TIM II
	KET.

	1
	Gunawan, SE, MM.
	Bambang Siswanto Nugroho, S.IP., MH.
	

	2
	Asih Dwi Mawartini, SE., MM.
	Dwi Prihanto, S.IP., M.Si.
	

	3
	Willyanto Wardhana, S.Sos.
	Muhammad Safi’i, S.Mn.
	

	4
	Hariyanti, S.Sos.
	Nita Ariyani Wijayanti, S.TP.
	

	5
	Suroto
	Elya Pangestuti, SP.
	

	
	
	
	

	
	TIM III
	TIM IV
	

	1
	Sudinar, S.Pd., MM.
	Rahayu Nurrohmani, SH.
	

	2
	Agus Setiawan, S.Sos.
	Sri Purwati, S.Sos.
	

	3
	Wahono Guntur Prakoso, SE.
	Zaldiyah, S.Sos.
	

	4
	Dewan Sidiq Atmaja Putra, A.Md.
	Sigit Danu Asmoro, S.Sos.
	

	5
	Ratih Dwi Untari, SE.
	Rengga Allan Diatmaja, SE.
	

	6
	Bintar Bani Riyadi
	
	





Rencana Peserta untuk Sosialisasi / Bimtek :
1. Desa : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kepala Seksi Kesejahteraan (selaku Pelaksana Kegiatan)
2. Kecamatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendamping Desa
































CATATAN :
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021, Pasal 6 :
· Ayat (1) Dalam Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang bersumber dari APBD kepada Desa dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang bersumber dari APBD dan Tim Pendamping Kecamatan
· Ayat (3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat
· Ayat(4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
a. Camat sebagai Ketua
b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris; dan
c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota.

Camat membentuk Tim Pendamping Kecamatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang bersumber dari APBD, meliputi antara lain :
a. memverifikasi dokumen permohonan penyaluran dana transfer yang bersumber dari APBD dari Kepala Desa
b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana transfer yang bersumber dari APBD
c. memberikan bimbingan dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan dana transfer yang bersumber dari APBD
d. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana transfer yang bersumber dari APBD 
























LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN DI DESA
1. pastikan kegiatan masuk dalam APBDesa
2. apabila belum masuk, Pemerintah Desa membuat Perkades Perubahan Penjabaran APBDesa, rincian RPD dimasukan dalam SISKEUDES
3. pastikan kegiatan masuk dalam SK Bupati tentang penetapan lokasi alokasi bankeu
4. mengadakan musyawarah desa (dilaksanakan setelah tanggal 13 Januari 2022)
5. membuat SK penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Pembentukan TPK PBJ
6. membuat RPD beserta kelengkapannya (dibuat setelah tanggal 23 Mei 2022)
7. membuat surat pengantar RPD
8. membuat surat - surat pernyataan dari Kepala Desa : surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan bahwa lokasi kegiatan benar benar di tanah kas desa, surat pernyataan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan validitas data
9. apabila ternyata rincian RAB yang dibuat di RPD tidak sama dengan di rincian APBDesa, maka Desa harus membuat Perubahan Perkades Penjabaran APBDesa terkait perubahan rincian tersebut kemudian disesuaikan di SISKEUDES
10. membuat permohonan pencairan ke Bupati melalui Camat









